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MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

KEYNOTE SPEECH 

SOSIALISASI SE MENTERI PANRB NOMOR 62 

TAHUN 2020 TENTANG PENYELAMATAN 

ARSIP PENANGANAN COVID-19 DALAM 

MENDUKUNG AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH 

JAKARTA, 16 JULI 2020 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera untuk kita semua, 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hidayah-

Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat 

walafiat.  

Visi Kabinet Indonesia Maju adalah 

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-
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royong. Dalam pelaksanaan visi tersebut,  

ditetapkan 9 (sembilan) misi yang menjadi acuan 

bagi Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas 

fungsi birokrasi untuk pencapaian tujuan 

pembangunan nasional. 

Presiden dan Wakil Presiden juga menetapkan 

lima prioritas kerja pemerintah (2019-2024) yang 

mencakup Pembangunan SDM yang pekerja 

keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK; 

Pembangunan infrastruktur penghubung 

kawasan produksi dan distribusi yang mendongkrak 

lapangan kerja; Simplifikasi regulasi untuk 

percepatan pelayanan perizinan dan investasi; 

Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level 

eselon dan mengalihkan jabatan administrasi 

menjadi fungsional; serta Transformasi ekonomi 

untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa 

modern bernilai tambah tinggi. 

Kementerian PANRB diberikan wewenang 

oleh Presiden dalam hal perumusan dan penetapan 

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, 
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serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan 

ASN. Kementerian PANRB menggarisbawahi 

prioritas kerja pemerintah tersebut, yakni kebijakan 

pembangunan SDM khususnya ASN, simplifikasi 

regulasi dalam kebijakan ASN, dan 

penyederhanaan birokrasi. 

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk 

mempercepat pengambilan keputusan melalui 

disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel serta 

proses bisnis yang lebih sederhana, agar tercipta 

birokrasi yang lebih dinamis, lincah (agile), 

profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan 

publik. Penyederhanaan birokrasi juga merupakan 

respon pemerintah dalam menghadapi tantangan 

global saat ini yang mengubah cara kerja secara 

drastis dengan transformasi digital sehingga 

menuntut SDM berkeahlian dan kompeten dengan 

kerja cepat, adaptif, dan inovatif. 

Bapak, Ibu, dan Saudara Sekalian, 

Salah satu instrumen penting yang mengiringi 

keberhasilan dan merekam jejak perubahan 
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birokrasi di Indonesia adalah sistem kearsipan 

nasional. Peran arsip sangatlah penting sebagai 

identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, 

sekaligus pertanggungjawaban nasional, sehingga 

seluruh kegiatan maupun program yang berkaitan 

dengan penciptaan, pengelolaan dan pelaporan 

arsip, perlu dilebur dalam suatu sistem rekaman 

kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, 

terpercaya, dan dapat digunakan. Dengan 

demikian, arsip menghadirkan dukungan yang kuat 

terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas 

dan kualitas penyelenggaraan negara. 

Dalam penyelenggaraan negara, ada empat 

tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, 

yaitu korupsi, radikalisme terorisme, narkoba, dan 

terjadinya bencana baik alam maupun non alam. 

Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu 

bencana non-alam yang terjadi tidak hanya di 

Indonesia, hampir seluruh negara di penjuru dunia 

sampai dengan detik ini masih berjuang mengatasi 

pandemi Covid-19. 
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Ketiadaan pengetahuan yang memadai dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 telah memaksa 

pemerintah melakukan inovasi dan terobosan 

dalam penyusunan kebijakan dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. Berbagai hal telah 

dilakukan pemerintah dalam menyeimbangkan 

penanganan pandemi Covid-19 baik dari segi 

kesehatan maupun segi ekonomi. 

Seluruh upaya pemerintah dalam melakukan 

penanganan pandemi Covid-19 terekam dalam 

berbagai kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan 

oleh kementerian/lembaga. Rekaman kebijakan 

dan kegiatan tersebut tentunya penting untuk 

dilestarikan, selain sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja pemerintah selama masa pandemi Covid-

19, juga sebagai media pembelajaran dan sumber 

pengetahuan bagi generasi yang akan datang. 

Oleh karena itu, Kementerian PANRB 

bersama-sama dengan ANRI berinisatif untuk 

melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip 

yang dihasilkan dari segala kegiatan dalam 
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penanganan Covid-19. Inisiatif tersebut tertuang 

dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 62 

Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip 

Penanganan Covid-19 dalam Mendukung 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

telah ditetapkan beberapa waktu lalu. 
 

Hadirin yang berbahagia,  

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB tersebut, 

saya menegaskan kembali pentingnya melakukan 

pengelolaan arsip yang baik, agar setiap arsip yang 

dihasilkan dapat dengan mudah ditelusuri dan 

keutuhan informasinya dapat terjaga. Selain itu, 

Surat Edaran tersebut diharapkan dapat menjadi 

panduan bagi pencipta arsip di 

kementerian/lembaga untuk melaksanakan tahapan 

penyelamatan arsip penanganan Covid-19, 

menentukan kriteria arsip yang perlu diselamatkan, 

dan kewajiban bagi pencipta arsip untuk 

menyerahkan atau melaporkan terlebih dahulu 

arsip penanganan Covid-19 yang bernilai guna 
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kesejarahan kepada Lembaga Kearsipan baik 

secara manual maupun digital. 

Dalam kondisi pandemi saat ini, saya 

mengharapkan ANRI untuk segera 

mengembangkan dan mengimplementasikan 

penyelamatan arsip melalui teknologi informasi, 

sehingga meminimalisasi tatap muka antara 

pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Terobosan 

dan inovasi telah banyak dilakukan oleh 

kementerian/lembaga dalam menghadapi pandemi 

Covid-19, diantaranya adalah pemanfaatan 

teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

termasuk dalam sosialisasi kali ini yang 

memanfaatkan jaringan internet. 

Lebih lanjut lagi, penerapan SPBE dalam 

kondisi seperti saat ini merupakan keharusan dari 

kegiatan pemerintah sehari-hari sebagai langkah 

konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap 
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menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE, 

baru saja diumumkan hasil survei e-Government 

yang dilakukan oleh United Nations pada tahun 

2020, dimana Indonesia saat ini berada pada 

ranking 88 dari 193 negara. Peringkat tersebut 

mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 

19 peringkat dari penilaian sebelumnya tahun 2018 

yang berada pada ranking 107. Berkaitan hal ini, 

saya ingin mengapresiasi kepada seluruh jajaran 

Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah atas kontribusi dan kerja 

samanya dalam penerapan SPBE. 
 

Hadirin yang berbahagia,  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, layanan kearsipan berbasis elektronik 

merupakan salah satu layanan administrasi 

pemerintahan yang dipercepat implementasinya 
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melalui penerapan aplikasi umum berbagi pakai. 

Pembangunan aplikasi umum layanan kearsipan 

dilaksanakan selama 2 tahun, sehingga pada tahun 

2020 penyelenggaraan kearsipan berbasis 

elektronik yang terpadu dapat terwujud.  
 

Hadirin yang berbahagia,  

Dengan adanya Surat Edaran ini, seluruh 

pencipta arsip diimbau untuk segera memberikan 

perhatian secara khusus terhadap arsip yang 

memiliki keterkaitan dengan penanganan Covid-19 

dan bagi Lembaga Kearsipan untuk dapat 

mempersiapkan diri menerima penyerahan arsip 

penanganan Covid-19 dari pencipta arsip, serta 

berkoordinasi dengan ANRI.  

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan arsip 

penanganan Covid-19 yang sudah diselamatkan 

akan menjadi warisan dokumenter yang sangat 

penting bagi generasi mendatang. Sebagai suatu 

warisan dokumenter yang merupakan sumber daya 

penting yang bernilai guna sejarah,  maka hal 
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tersebut menjadi bagian dari pelestarian dan 

aksesibilitas arsip, termasuk arsip dalam bentuk 

elektronik.  

Saya ingin menegaskan bahwa komitmen 

pemerintah adalah untuk mempermudah perizinan 

dan layanan publik. Partisipasi publik juga harus 

didorong melalui transparansi organisasi. 

Penggunaan SPBE (e-planning, dan e-budgeting) 

juga harus dilaksanakan untuk menutup peluang 

terjadinya korupsi. Selanjutnya, segala kekurangan 

maupun keberhasilan dalam upaya penanganan 

Covid-19 di wilayah Indonesia dapat terekam 

dengan baik sebagai bahan perumusan kebijakan 

strategis di masa depan.  

Demikian, yang dapat saya sampaikan. 

Semoga kita dapat menangani pandemi Covid-19 

dengan baik dan pademi ini dapat segera berakhir. 

Terima kasih. 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 
 
 

MENTERI PANRB 
  TJAHJO KUMOLO 
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TERWUJUDNYA INDONESIA 
MAJU YANG BERDAULAT, 

MANDIRI, DAN 
BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

VISI & MISI INDONESIA MAJU 
2020-2024
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PEMBANGUNAN SDM

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

PENYEDERHANAAN 
BIROKRASI

TRANSFORMASI
EKONOMI

SIMPLIFIKASI 
REGULASI
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PRIORITAS KERJA
TAHUN KE DEPAN 2019-2024

▪ SDM yang pekerja keras, dinamis, 
terampil, dan menguasai IPTEK

▪ Mengundang talenta global

▪ penghubung produksi dan distribusi
▪ mempermudah akses wisata
▪ mendongkrak lapangan kerja
▪ nilai tambah perekonomian

▪ Kendala regulasi disederhanakan, 
dipotong, dan dipangkas

▪ Omnibus Law
▪ Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 

level eselon
▪ Peralihan jabatan struktural menjadi

fungsional

Daya saing manufaktur dan jasa
modern bernilai tambah tinggi
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PEMBANGUNAN SDM

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

PENYEDERHANAAN 
BIROKRASI

SIMPLIFIKASI REGULASI

TRANSFORMASI
EKONOMI
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PENYEDERHANAAN BIROKRASI
UNTUK PERCEPATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

INSTANSI PUSAT

INSTANSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH 

KABUPATEN/ KOTA

KEMENTERIAN 
LEMBAGA PEMERINTAH 

NON KEMENTERIAN

SEKRETARIAT 
LEMBAGA NON 
STRUKTURAL

SEKRETARIAT 
LEMBAGA NEGARA

LEMBAGA PENYIARAN 
PUBLIK

birokrasi yang lebih

dinamis, agile, profesional, 

efektif dan efisien

dalam pelayanan publik

PENYEDERHANAAN BIROKRASI 

5

untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui:
✓ disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel
✓ proses bisnis (draft, review, & approval) yang lebih sederhana
✓ menghadapi tantangan global (transformasi digital) yang menuntut 

kerja cepat, adaptif dan inovatif



PROGRES PENYEDERHANAAN BIROKRASI
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Eselon III
9522

Eselon IV
26539

Eselon V
10786

Eselon III Eselon IV Eselon V

Eselon III:
4601

Eselon IV: 
13354

Eselon V: 
5088

Jabatan 
Fungsional: 

23804

Eselon III Eselon IV Eselon V Jabatan Fungsional

STRUKTUR LAMA STRUKTUR BARU

Sumber: Data per Juni 2020

J u m l a h  J a b a t a n  S t r u k t u r a l  y a n g  D i a l i h k a n  d i  K / L
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TANTANGAN BANGSA

77

BENCANA
ALAM



Sumber: https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/ tanggal 14 Juli 2020

1 PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN

2

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN 
INFORMASI

3

PERUBAHAN POLA INTERAKSI SOSIAL

Kebijakan
Penanggulangan

Covid19

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN

PERKEMBANGAN PENANGANAN COVID-19

dokumentasi

dokumentasi

dokumentasi

dokumentasi

dokumentasi
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PERAN ARSIP DALAM REFORMASI BIROKRASI

Monev
• Dokumen monitoring

dan evaluasi

Pelaksanaan
• Dokumen

pelaksanaan kegiatan

Perencanaan
• Dokumen informasi

perencanan

Pelaporan
• Dokumen pelaporan

pelaksanaan kegiatan

• Dokumen penggunaan
anggaran

Penilaian Kinerja
• Dokumen Penilaian

Akuntabilitas Kinerja

• Dokumen Penilaian
Reformasi Birokrasi

Siklus Kegiatan Pemerintahan

Arsip Konvensional

e-Arsip

• Arsip sebagai bukti otentik
pelaksanaan kegiatan
pemerintahan

• Penyelenggaraan
Kearsipan sebagai bagian
dari akuntabilitas kinerja
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PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP COVID19

Pengelolaan Arsip
Mengelola arsip sebagai sumber
informasi yang otentik terkait
peristiwa bencana. Melindungi dan
menyelamatkan arsip yang terkait
dengan penanganan bencana.
Penyelamatan dan pelindungan
informasi arsip melalui digitalisasi
arsip.

Mitigasi Bencana
Arsip penanganan Covid19 sebagai
warisan dokumenter dan sumber
informasi terkait bencana untuk
melakukan mitigasi agar dapat
mengantisipasi bencana serupa di
masa yang akan datang.

SDM Arsiparis
Mengoptimalkan peran Arsiparis
dalam mengelola arsip di
lingkungan instansi pemerintah.

ARSIP SEBAGAI SUMBER 
PENGETAHUAN

K/L/D Pencipta Arsip
Arsip Penanganan Covid19

Lembaga Kearsipan

Dinas Arsip
Prov/Kab/Kota

Warisan Dokumenter
Penanganan Covid19

Indonesia

Koordinasi Teknis
Penanganan Covid19 

Terintegrasi

Akusisi Asip

Konservasi Arsip

Siklus Arsip Penanganan Covid19 Pemerintah
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SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tujuan

adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE

SPBE

Platform kebijakan SPBE 
untuk keterpaduan pembangunan SPBE 
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
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PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMERINTAHAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi memberikan pengaruh yang besar
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pemerintah harus melakukan
transformasi digital melalui

optimalisasi TIK

Mobile
Internet

Cloud
Computing

Virtual
Reality

Internet 
of Things

Big Data 
Analytics

Digital 
Currency

Robotics
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Sumber: United Nations

Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan peningkatan
sebanyak 19 perangkat dari peringkat 107 pada tahun 2018.

109

97

106 107

88

2010 2012 2014 2018 2020

E-Government Development Index 2020
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KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

JAKARTA, 16 JULI 2020



DEFINISI BENCANA – COVID-19 BENCANA NONALAM
UU 24/2007 tentang PB

Peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang  
disebabkan,  baik oleh   faktor
alam dan/atau faktor nonalam
maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan
lingkungan,  kerugian harta
benda, dan dampak psikologis

MITIGASI : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA
ANCAMAN-KERENTANAN-KAPASITAS



Konsep Dasar Risiko Multi Ancaman

R  = ( H x Population x V ) / C
Risiko Bencana Bahaya Kepadatan Penduduk Kerentanan Kapasitas

Kerentanan

Risiko 
Bencana

Pemicu

BENCANA

RISK MANAGEMENT CRISIS MANAGEMENT

Bahaya
COVID-19

Korban jiwa, terdampak,
Kerugian ekonomi
Ganguan psikologis,
Tata Kehidupan dan 
penghidupan

Politik

Ekonomi

Sosial

Keamanan

Kesehatan



Kronologi Bencana Non-Alam COVID-19

2 MarDes 19 23 Jan 28 Jan 1 Feb 29 Feb 1 Mar

nCoV-19 / 
SARS-COV-2

Lockdown
Wuhan

SK 9A/2020 Keadaan 
Tertentu Darurat COVID-

19 sd 28 Feb 2020

Jemput WNI 
di Wuhan

Perpanjangan
SK 13A/2020  Keadaan 

Tertentu Darurat COVID-
19 sd 29 Mei 2020

ABK 
Diamond 
Princes ke 
P. Sebaru

Pengumuman 
Kasus 01 dan 02

28 Feb

ABK 
World

Dream ke 
P. Sebaru

13 Mar

Keppres 7/2020
Gugus Tugas

31 Mar

Keppres 11/2020
Penetapan Kedaruratan

Kesmas COVID-19
PP 21/2020 PSBB

3 Apr

PMK 9/2020
Pedoman PSBB

571 +
17 MD 2 Kasus +

1.528 +
138 MD

69 +
4 MD

1.986 +
181 MD

13 Apr

4.557 +
399 MD

Keppres 12/2020
Status Bencana 

Nasional

10 Apr

3.512 +
306 MD

PSBB 
DKI Jakarta

PM 25/2020 
Pengendalian 
Transportasi 

Mudik

23 Apr6 Mei

SE GTPPC 4/2020
Kriteria 

Pembatasan 
Perjalanan Orang

7.775 +
647 MD

12.438 +
895 MD

UU No 6 Tahun 2018 

Kekarantinaan Kesehatan

UU No 24  Tahun 2007 

Penanggulangan Bencana

27 Mei

SE 6/2020 
SKD Bencana 

Nasional 
COVID-19

24.538 +
1.496 MD

Perpres 17/2018 Penyelenggaraan PB 
pada Keadaan Tertentu
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PERANG 
LAWAN 

COVID-
19

Risk 
Comm.

Hygine/

PHBS

Social/

Physical

Distancin
g

Masker

Testing/

Tracing/

Isolating

Treatment

TINDAKAN MEDIS + IMUNITAS



TAHAPAN PROTOKOL MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

SELAMA PANDEMI MASIH BERLANGSUNG.., 

PROTOKOL KESEHATAN HARGA MATI…!!!

TAHAP I

Pengurangan pembatasan kab / kota yg 

memiliki klasifikasi biru (blm ada kasus) 

dan hijau (resiko rendah )

Prasyarat :

❑ Kesiapan kab / kota dan dukungan

masyarakat.

❑ Sektor yg diprioritaskan secara

bertahap.

❑ Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP II

Sektor pertambangan dan perkebunan 

serta sektor lain dengan resiko kecil

Prasyarat :

❑ Jababeka sebagai model.

❑ Protokol kesehatan yg ketat.

❑ Valuasi ekonomi dan jumlah

karyawan.

❑ Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP III

Memilih provinsi sesuai kriteria WHO untuk 

menjalankan “New Normal” 

Prasyarat :

❑ Dukungan Kepala Daerah dan Tomas.

❑ Tiap bidang yg akan dilonggarkan

menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

❑ Sanksi yg keras bagi yg melanggar.

❑ Evaluasi jika ada perubahan kasus

terkonfirmasi.

❑ Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP IV

Penerapan “New Normal” di Lokasi Wisata

Prasyarat :

❑ Dukungan Kepala Daerah dan Tomas.

❑ Protokol kesehatan disosialisasikan dan bisa

dijalankan.

❑ Sanksi bagi yg melanggar

❑ Tersedianya tenaga medis setiap saat.

❑ Membangun sistem IT dalam rangka tracing.

❑ Simulasi dan pelibatan media

TAHAP V

Penerapan “New Normal” di Bidang 

Pendidikan 

Prasyarat :

❑ Dukungan Kepala Daerah dan

Tomas.

❑ Protokol Kesehatan dilaksanakan

secara ketat.

❑ Konsultasi dgn orang tua murid

❑ Tersedianya tenaga medis setiap

saat

❑ Simulasi dan pelibatan media.

TIDAK TERPAPAR COVID DAN 

TIDAK TERKAPAR PHK

THE HUNGRY MEN BECOME 

ANGRY MEN

Pilkada 2020 bisa dilaksanakan pada tanggal 

9 Des 2020 dengan syarat Protokol 

Kesehatan dilaksanakan secara ketat, yaitu :

❑ Tidak ada pengumpulan massa.

❑ Waktu kampanye singkat dan 

menggunakan metode virtual.

❑ Tidak ada umbul’s / banner / baleho.

❑ Pakai masker.

❑ Jaga jarak (Bilik pencoblosan & ruang 

tunggu).

❑ Disiapkan tempat cuci tangan dan 

disinfektan.

❑ Disiapkan sarung tangan untuk 

pencoblosan.



MESIN PENTAHELIX-BERBASIS KOMUNITAS

POWER

Masyrkt

Birokrasi

Struktur Komndo

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

RW/RT/Dusun

Keluarga

1. Dunia Usaha

2. Pakar/Akademisi

3. Media – sbg Poros mesin Masyarakat

4. Masyarakat: Individu, Keluarga, 

Komunitas, NGO, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, Budayawan

• UU no 4/1984: Wabah

• UU no 24/2007: PB

• UU no 6/2018 : Kekarantinaan Kes

• PP 21/2020 PSBB

• Keppres/perpres/inpres

• Permen – Peraturan Ka

• Protokol Gugus Tugas

#gotongroyong

TNI dan POLRI – sbg Poros Mesin Birokrasi

Modal Sosial : Gotong Royong

P
e
ra

tu
ra

n

Kesepakatan Sistem Nasional PB berubah untuk 

menjawab perubahan/dinamika

ancaman:

• Tsunami Aceh 2004 => UU 24/2007, 

Perpres 8/2008 BNPB

• Gn Agung 2017, Perpres 17/2018, 

Kondisi tertentu

• Gempa, Tsunami, Liquifaksi 2018 

(NTB,Palu, Selat Sunda) =>Perpres

1/2019, BNPB, TNI Aktif

• Pandemi Global =>  RUU PB 2020



KOLABORASI PENTAHELIX BERBASIS KOMUNITAS

PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

MEDIA

AKADEMISI

EDUKASI, SOSIALISASI DAN MITIGASI

DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, PARTAI POLITIK HINGGA KE 

TINGKAT RT-RW

MEDIA BERPERAN DALAM SOSIALISASI 

DAN EDUKASI DENGAN PERSENTASE 

HINGGA 63%

PELIBATAN PAKAR SOSIAL

ANTROPOLOG DAN SOSIOLOG

MENGEDEPANKAN PENDEKATAN 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL



TIDAK TERPAPAR COVID-19

TIDAK TERKAPAR PHK
A HUNGRY MAN BECOMES AN ANGRY MAN..

INDONESIA HARUS MAMPU BERADAPTASI

PENANGANAN SECARA PARALEL/BERIMBANG

KESEHATAN DAN EKONOMI BERJALAN BERSAMA



BENCANA ADALAH PERISTIWA YANG BERULANG

SEJARAH PANDEMI INFLUENZA – FLU SPANYOL DI INDONESIA 1918-1919

Bangkinang
November 1918

Sawah Loento
Juli-agustus 1918

Pulau Pucung
Nov-Des 1918

Bengkulu
Okt-Des 1918

Lebong Donok
Okt-Nov 1918

Prabumoelih
Jul-Agust 1918

Okt-Des 1918

Telok Betong
Jul-Agust 1918

Nov 1918

Bagan Siapi-api
Sept-Des 1918

Batavia
Jul-Agust 1918

Sept-Okt 1918

Bandung
Jul-Nov 1918

Soekaboemi
Okt 1918-Feb 1919

Kudus
Jul-Agus 1918

Okt-Nov 1918

Kediri
Sep 1918

-Jan 1918

Bangkalan
Juli 1918

November 1918

Surabaya
Sept-Des 1918

Pulau Laut
Jun 1918 -

Jan 1919

Sanggau
Sept-Okt 1918

Jan-Apr 1919

Karang Asem
Nov 1918

Jan 1919

Nama Daerah
Perioda Pandemi

KORBAN JIWA
(Paling banyak di Jawa Timur)

angka kematian dari Sept 
1918- Sept 1919 berjumlah
906.000 di Jawa - populasi
Jawa waktu itu 37 juta



Foto anak-anak yang terkena influenza di RS Kristen Mojowarno.

Korban terbesar saat Pandemi 1918-1919 adalah anak-anak dan orang tua > 60

Kurva kematian 1918 Kurva kematian 1919

Puncak kematian pandemic 1918-1919

September 1918 – September 1919

Pembentukan Tim Khusus

Penanganan Influenza 

(November 1918)

Tim Khusus Bisa Mengendalikan

Kematian

(September 1919)



PETA SEBARAN 

PENULARAN 

PENYAKIT



PENDEKATAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KOLONIAL

Pemerintah menerapkan pola

sosialisasi menggunakan

kearifan lokal dengan bahasa

yang dipahami masyarakat

dengan menggunakan wayang.

…

Influenza bisa mengakibatkan sakit panas dan batuk, 

mudah menular, asalnya dari abu dan debu

(airborne), berhati-hatilah jangan sampai bertindak

ceroboh yang bisa mengakibatkan tersebarnya debu.

…

Orang yang terkena panas dan batuk tidak boleh

keluar rumah, harus tidur dan istirahat di rumah. 

Badannya diselimuti dengan rapat, kepalanya

dikompres dan tidak boleh mandi.



SOSIALISASI 

HIDUP BERSIH
Penyuluhan tentang kebersihan oleh 

Layanan Kesehatan Masyarakat di 

Jawa, 1920-an. Sumber: Wikimedia.



Laporan terjadinya gempa bumi  pada November 1892 di 
Melolo, kemidoam gempa pada tanggai 12 November 
1892  di Ciamis dan Panjalu afdeling Galuh

KIT Sumatera Barat nomor 418/028

Bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Padang Panjang, Sumatera Barat

“PAST IS THE KEY TO THE FUTURE”

Dokumentasi yang baik menjadi pembelajaran di masa depan



PEMBELAJARAN COVID HARUS DIARSIPKAN

• Praktik baik penanganan covid perlu didokumentasikan: pedoman-pedoman, protocol 
kesehatan, petaruran-peraturan, kebijakan yang diambil

• Perlu pedoman pengarsipan bagi Lembaga-Lembaga terkait untuk integrasi arsip

• Didukung dengan penerapan teknologi: portal satu data,dll



KESIMPULAN

• Kunci melawan Covid-10: kolaborasi, sinergitas antar pemangku
kepentingan, disiplin kolektif, penerapan protocol kesehatan

• Bencana merupakan peristiwa yang berulang sehingga diperlukan
dokumentasi/pengarsipan yang baik untuk pembelajaran dan upaya
pengurangan risiko di masa mendatang, bagi generasi yang akan datang;

• Proses pembelajaran dalam penanganan pandemi. Banyak aspek positif
dan negatif dari setiap langkah yang diambil. Hal tersebut dapat dianalisis
dan diarsipkan sehingga dapat menjadi panduan bagi penanganan
bencana di masa mendatang

• ANRI perlu membuat standar pengarsipan dokumen dan menyiapkan
portal bersama kolaborasi

• Penggunaan teknologi membantu pengarsipan yang lebih baik



TERIMA KASIH



PERSIAPAN RAPAT KERJA TK. I 
KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI 
DALAM NEGERI

MATERI 
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEARSIPAN”

KAMIS, 16 JULI 2020

Dr. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si
Plh. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Target RKP 2021:
 Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5% 
 Tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%
 Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7%
 IPM menjadi 72,78-72,90
 Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379
 Tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2%

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2021

Tema RKP Tahun 2021
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Arah Pembangunan RKP 2021:
 Pemulihan Industri, Pariwisata dan 

Investasi;  
 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional:
 Sumatera 3,9-5,1% 
 Jawa-Bali 4,8-5,5%
 Kalimantan 3,6-5,7%
 Sulawesi 5,4-7,0%
 Nusa Tenggara 3,5-5,2%
 Maluku 5,2-6,2%
 Papua 2,6-5,8%

5 Arahan Utama Presiden :
 Pengembangan SDM 
 Pembangunan Infrastruktur
 Penyederhanaan Regulasi
 Penyederhanaan Birokrasi
 Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan:
1. Memperkuat Ketahanan

Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

RKPD 2021



6 ARAHAN PRESIDEN 
SELAMA PANDEMI COVID-19

pengujian sampel, harus
bisa dilaksanakan secara
lebih masif

1

sarana dan prasarana
konsultasi medis

2

pemerintah secara serius bersungguh
memberikan paket stimulus ekonomi yang 

harus dilaksanakan oleh semua. 

6

Presiden telah memerintahkan
pelaksanaan penanganan arus

logistik dibutuhkan masyarakat
yang wajib berjalan lancar dan baik

5

Presiden ingin seluruh masyarakat
dapat patuhi perintah negara untuk di 

rumah saja

4
Presiden memberi arahan untuk jalur
komunikasi transparan ke seluruh
masyarakat, baik rencana kegiatan
pelaksanaan kegiatan hasil, kegiatan dan data

3



7 Kriteria Arsip Penanganan COVID-19 
(SE Menpan RB No.62 Tahun 2020)

Arsip yang teripta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan
penanganan COVID-19. 

arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan
COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan
kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan
kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan
kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak
terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin. 
Perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.



Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk
peningkatan dan pemerataan:

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembangunan Daerah :

PEMBANGUNAN DAERAH
(PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014)



Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemda

TARGET PEMBANGUNAN 
NAS BIDANG KEARSIPAN

TARGET PEMBANGUNAN 
DAERAH BIDANG 

KEARSIPAN



3 2

1

Wajib Terkait  
pelayanan Dasar

KONKURENPEMERINTAHAN UMUMABSOLUT

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal  

nasional; dan
6. Agama

Urusan Pemerintahan  
yang menjadi  
kewenangan Presiden  
sebagai kepala  
pemerintahan

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

6 Urusan

Wajib Tidak Terkait
pelayanan Dasar

18 Urusan

Pilihan

8 Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas,  
Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan  

Strategis Nasional

APBN

APBN

APBN DAN APBD



Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum 

dan penataan ruang
• perumahan rakyat 

dan kawasan 
permukiman

• ketenteraman, 
ketertiban umum, 
dan pelindungan
Masyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib 
Non Pelayanan Dasar 

18 URUSAN
• tenaga kerja
• pemberdayaan perempuan 

dan pelindungan anak
• pangan
• pertanahan
• lingkungan hidup
• administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil
• pemberdayaan masyarakat 

dan Desa
• pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana
• perhubungan;
• komunikasi & informatika
• koperasi, usaha kecil, dan 

menengah
• penanaman modal
• kepemudaan dan olah raga
• statistik
• persandian
• kebudayaan
• perpustakaan
• kearsipan.

Urusan Pemerintahan 
Pilihan

8 URUSAN:
• kelautan dan perikanan
• pariwisata
• pertanian
• kehutanan;
• energi dan sumber daya 

mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah



PERAN 
KEMENDAGRI 

DALAM      PENY. 
RKPD 2021

Sinkronisasi
Pembangunan 

Pusat dan Daerah 
dlm Pencapaian
Target Nasional

Digitalisasi dan 
Akselerasi

Penyusunan
Dokrenda berbasis

Sistem Informasi
Pemerintahan
Daerah (SIPD)

Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah

Pusat

Memastikan
Perkada ttg
RKPD sesuai

dengan
ketentuan

Per-UU

Koordinasi
Penanganan

Covid-19

PELAKSANAAN TUGAS KEMENDAGRI DLM 
PEMBINAAN & PENGAWASAN PENY. RKPD 2021

Kondisi :
Masih terdapat kendala terkait sinkronisasi
program/kegiatan pusat dan daerah
Tindak Lanjut :
 Pelaksaan Koordinasi Teknis Pembangunan bersama

Bappenas & K/L serta Pemda yang hasilnya, 3.662
Program, 18.092 Kegiatan, serta pagu indikatif
sebesar 86,6 T yang mendukung Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Urusan (pembangunan nasional)

 Terbitnya PMDN 90/2019 sebagai pedoman daerah
dalam menentukan list program/kegiatan untuk
perencanaan pembangunan & keuangan daerah

 Memberikan arahan dalam Musrenbang Provinsi
dan Sosialisasi Pedoman RKPD 2021 (PMDN 40/2020)

Kondisi :
Dibutuhkan penyusunan RKPD
berbasis elektronik untuk akselerasi
peny. RKPD yang terintegrasi antara
perencanaan & penganggaran
serta dengan pemerintah pusat.
Tindak Lanjut :
Telah dibangun SIPD yang
terintegrasi/digunakan oleh 7
Institusi dan 467 Pemda.

Kondisi :
Pandemi Covid-19 mempengaruhi
pembangunan & perekonomian
daerah.
Tindak Lanjut :
Telah diterbitkan beberapa
kebijakan dan dipantau
pelaksanaanya yang meliputi:
 PMDN 20/2020 ttg Percepatan

Penanganan covid-19 di
Lingkungan Pemda

 Inmendagri 1/2020 ttg
Pencegahan Penyebaran &
Percepatan Penanganan Covid-
19 di Lingkungan Pemda

 PMDN 40/2020 ttg Pedoman Peny.
RKPD 2021

 Secara garis besar
mengamanatkan kpd Pemda
yang terdampak Covid-19 agar
memfokuskan anggaran
penanganan Covid-19

Kondisi :
Terdapat beberapa kebijakan baru ketika Pemda
meny. Ranc. RKPD khususnya PMDN 90/2019 dan
Penanganan Covid-19
Tindak Lanjut :
Dalam proses fasilitasi, Kemendagri akan mengevaluasi
Ranc. Akhir RKPD untuk memastikan dilaksanakannya
pemetaan dan pemutakhiran PMDN 90/2019 dan
terinternalisasikannya kebijakan nasional 2021 serta
penanganan Covid-19.

Kondisi :
Masih terbatasnya anggaran peran GWPP dan KDH untuk
koordinasi dan control dlm penyelenggaraan pemda dan
pemulihan pelayanan dasar jaminan sosial, ketahanan dan
kewaspadaan nasional
Tindak Lanjut :
Peningkatan alokasi anggaran untuk GWPP dan KDH
sebagai wakil pemerintahan umum sampai ke kecamatan
untuk menjalankan fungsi fungsi koordinasi dan percepatan
informasi data dari daerah.



Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI

Kebijakan Kemendagri Dalam

Rangka
Harmonisasi Percepatan penanganan COVID 

19

Penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional Pada Saat Tanggap Darurat Covid-19;

Mengamanatkan Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian melalui Keputusan Bersama 
(SKB) Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 

Penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, melalui ercepatan refocussing dan/atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID-
19 dan dampaknya



Menerbitkan SE Nomor 440/3123/SJ tentang Pelaksanaan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tentang Kriteria
Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-
19)

Penerbitan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3112/SJ tanggal 12 Mei 2020 yang 
ditujukan ke Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang dukungan Pemerintah Daerah terhadap
Penyaluran BST yang dilakukan oleh PT POS Indonesia

Penerbitan Surat Edaran Nomor 440/3184/SJ tanggal 18 Mei 2020 tentang Dukungan terhadap
Verifikasi dan Validasi Data dan Percepatan Penyaluran BST dan BLT-DD. 

Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan
Penyebaran Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah

Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI

Kebijakan Kemendagri Dalam

Rangka
Harmonisasi Percepatan penanganan COVID 

19



Meningkatkan komunikasi kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan berbagai Kebijakan
Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan serta melakukan umpan balik (termasuk tindakan
berkenaan dengan Rasionalisasi Dana Transfer

Mendorong daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID 
19 dan penanganan dampak COVID 19 sesuai dengan asas otonomi daerah

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-
19 Bagi Pemerintah Daerah. Dalam pedoman tersebut telah termuat arahan kebijakan kepada
pemerintah daerah untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, penguatan pemerintah
daaerah dalam penanganan dan pengendalian COVID-19

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease
2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI

Kebijakan Kemendagri Dalam

Rangka
Harmonisasi Percepatan penanganan COVID 

19



RISIKO AKIBAT PENGELOLAAN 
ARSIP YANG TIDAK LAYAK

Content  Here

Boros waktu 
karena kesulitan 

mencari arsip
.  

WAKTU

Content  Here

1. Boros biaya 
penggunaan kertas 
dan peralaran 
perkantoran, cabinet, 
filing dan lain-lain

2. Aset hilang akibat 
dokumen aset 
tersebut lenyap atau 
dipalsukan

FINANSIAL

Content  Here

Data dan 
informasi penting 
dalam suatu arsip 
lenyap karena 
bencana tertentu 
sehingga 
mengganggu 
proses kerja 
organisasi.

DATA dan INFORMASI

Content  HereKeputusan yang 
salah sasaran 
karena 
ketidaklayakan 
informasi yang 
dijadikan dasar

PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN

Content  Here

Terlibat dalam 
masalah sengketa 
hukum

HUKUM



1. Peningkatan kualita
s pelayanan arsip dae
rah kepada masyarak

at.

• Keberadaan dan 
kelengkapan khazanah 
arsip daerah

• Tata laksana pelayanan 
arsip

• Kompetensi SDM 
kearsipan daerah di 
bidang pelayanan arsip

• Ketersediaan sarana 
bantu penemuan 
kembali arsip

• Ketersediaan prasarana 
dan sarana pelayanan 
arsip

2. Peningkatan peran 
aktif masyarakat dala
m pemanfaatan arsip 

daerah.

• Tata laksana 
pemanfaatan arsip oleh 
masyarakat 

• Kompetensi SDM 
kearsipan daerah di 
bidang pemanfaatan 
arsip

• Kemasan penyajian 
infomasi kearsipan 
kepada masyarakat

• Peran aktif lembaga 
kearsipan daerah 
sebagai simpul Jaringan 
Informasi Kearsipan 
Nasional (JIKN)

• Tingkat pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya 
pemanfaatan arsip

3. Perlindungan dan p
enyelamatan arsip ter
jaga dan arsip statis d

aerah

• Keberadaan dan 
kelengkapan daftar 
arsip yang perlu 
dipreservasi

• Tata laksana preservasi 
arsip

• Kompetensi SDM 
kearsipan daerah di 
bidang preservasi arsip

• Ketersediaan prasarana 
dan sarana preservasi 
arsip

4. Peningkatan kualitas pen
gelolaan arsip dinamis dan 
arsip statis daerah termasu

k desa berbasis digital

• Tata laksana pengelolaan 
arsip dinamis dan arsip statis 
daerah termasuk desa

• Pelaksanaan penyelematan 
dan pelestarian arsip negara

• Kualitas pengelolaan arsip 
vital dan aset daerah

• Ketersediaan instrumen 
pengelolaan arsip dinamis 
dan arsip statis secara digital

• Kompetensi SDM kearsipan 
daerah bidang teknologi 
informasi dan komunikasi 
(TIK)

• Ketersediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan arsip 
secara digital

5. Peningkatan akunta
bilitas pengelolaan ar
sip dinamis dan arsip 

statis daerah.

• Kualitas 
penyelenggaraan 
kearsipan di daerah

• Tata laksana 
pengawasan kearsipan 
intermal daerah

• Pelaksanaan 
pengawasan kearsipan 
internal daerah oleh 
lembaga kearsipan 
daerah

• Kompetensi SDM 
kearsipan daerah di 
bidang pengawasan 
kearsipan

6. Peningkatan kapabi
litas unit kearsipan da
n lembaga kearsipan 

di daerah

• Tata laksana tindak 
lanjut rekomendasi 
hasil pengawasan 
kearsipan di daerah

• Kompetensi SDM 
kearsipan daerah di 
bidang 
penyelenggaraan 
kearsipan

• Ketersediaan sumber 
daya pendukung 
penyelenggaraan 
kearsipan di daerah

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD
BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2021
(PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020)



PERMENDAGRI 70/2019DANPERMENDAGRI 90/2019

Permendagri 70 tahun 2019 tentang
Sistem informasi pemerintahan  
daerah (SIPD) memuat

skema pembinaan terpadu  
pemerintahan daerah dalam satu
sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu
pada klasifikasi, kodefikasi dan

dannomenklatur perencanaan  
keuangan.

Telah  
database

dilakukan pembaharuan 
SIPD mengacu pada

lampiran permendagri 90 tahun 2019.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



PROGRAM DUKUNGAN 
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI 

DAERAH

PROGRAM KEBIJAKAN 
KEARSIPAN

1. Penerapan dan

Penyempurnaan 

Kebijakan Tata Naskah 

Dinas.
2. Penerapan dan

penyempurnaan 

kebijakan klasifikasi 

arsip.
3. Penerapan dan

penyempurnaan 

kebijakan sistem 

klasifikasi keamanan dan 
akses arsip

4. Penerapan dan

penyempurnaan 

kebijakan jadwal retensi 

arsip. 

01

PROGRAM ORGANISASI 
KEARSIPAN

Difokuskan kepada 

peningkatan fungsi 

dan tugas unit 

kearsipan.

02
PROGRAM PENGELOLAAN 

KEARSIPAN

1. Peningkatan

kesadaran pada tiap 

satuan kerja dalam 

melaksanakan 

pemberkasan arsip 

aktif berdasarkan 

klasifikasi arsip.
2. Peningkatan

kesadaran pada tiap 

organisasi dalam 

penyusunan daftar 

arsip.
3. Peningkatan

kesadaran pada tiap 

organisasi dalam 

pengelolaan arsip 

elektronik.

03
PROGRAM SDM 

KEARSIPAN

1. Peningkatan

kompetensi 

arsiparis dan 

pengelola arsip
2. Peningkatan

kuantitas arsiparis 

dan pengelola 

arsip berdasarkan 

analisis beban 

kerja.

04
PROGRAM PRASARANA 

DAN SARANA KEARSIPAN
1. Depot arsip bagi

lembaga kearsipan daerah 

dan lembaga kearsipan 

perguruan tinggi negeri.
2. Ruang pusat sentral

arsip inaktif (record 
center) bagi unit

kearsipan.
3. Peralatan kearsipan

antara lain lemari arsip 

(filing cabinet), folder arsip

(folder), map gantung

(hanging folder), sekat

arsip (guide); dan tanda

arsip keluar (out indicator)
bagi tiap satuan kerja.

05
PROGRAM PENDANAAN 

KEARSIPAN

Penyediaan alokasi 

anggaran 

penyelenggaraan 

kearsipan secara 

memadai.

06



TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM 
MENDUKUNG PEMBANGUNAN ARSIP DAERAH

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang

mendukung penyelenggaraan kearsipan daerah;

b. Optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan dan unit

kearsipan pada tiap perangkat daerah;

c. peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis;

d. penyusunan daftar arsip bagi tiap perangkat daerah;

e. pembangunan depot arsip pada lembaga kearsipan dan

standardisasi prasarana dan sarana kearsipan pada tiap

perangkat daerah.

GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA



TERIMA KASIH
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PERCEPATAN PENERAPAN 
SPBE SEBAGAI DAMPAK 
WORK FROM HOME (WFH)

Rini Widyantini, S.H., M.P.M

Deputi Bidang Kelembagaan dan 
Tata Laksana, Kementerian PANRB

Kamis, 16 Juli 2020



SE Menpan RB Nomor 62 
Tahun 2020

Kondisi Penerapan SPBE Saat Ini

Percepatan SPBE

SPBE sebagai Pendukung

Penyelenggaraan Pemerintahan

Tindak Lanjut SPBE Pada 

Cara Kerja Normal Baru

TOPIK BAHASAN

Perubahan Tata Kelola Pemerintahan



PERUBAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Teknologi

Proses

SDM Aparatur

Strategi

Struktur

Kemampuan yang tinggi untuk
menghadapi dunia yang terus berubah pesat

Optimalisasi sumber daya internal 
untuk menjalankan strategi secara
akuntabel

Pengambilan keputusan dan 
pembelajaran yang cepat, 
responsif, fleksibel, 
transparan dan berorientasi 
pada kinerja

SDM yang kompeten, kapabel, 
berintegritas dan inovatif serta
menguasai IPTEK

Teknologi yang terbangun dalam sistem dan 
struktur yang terintegrasi

GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH
(Global Governance)

PENCIPTAAN 
PENGETAHUAN 
(Knowledge-based 
Governance)

PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI 
(Digital Governance)
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Pemerintah bertanggungjawab untuk
memastikan masyarakat tetap produktif, 
aman, dan sehat di tengah-tengah pandemi
Covid-19 melalui tata laksana regulasi dan 
kebijakan yang baik.

Responsif
Pemerintahan harus cepat memberikan respon 
terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Adaptif
Pemerintahan yang mengerti kebutuhan 
rakyatnya secara progresif

Evidence based policy
Pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis pada bukti/fakta

ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
SAAT PANDEMI



ADAPTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DALAM TATANAN NORMAL BARU
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NEW NORMAL & TANTANGAN SAAT INI

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan keharusan (bukan
pilihan) sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik seiring dengan pemberlakuan Tatanan
Normal Baru.

Rendahnya Kolaborasi antar Instansi Pemerintah
Perlu ditingkatkan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga
dan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah,
sehingga kebiijakan yang diterapkan menjadi lebih sejalan.

TANTANGAN

Sistem Silo
Sistem diseminasi data terkait wabah covid-19 dibangun
oleh banyak pihak di Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan
kapasitasnya masing-masing.

Data Kurang Berkualitas
Masih diperlukannya sinkronisasi dan integrasi data covid-
19 antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk mewujudkan satu data Covid-19.

KEBIJAKAN

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang
baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan
mewujudkan SPBE yang terintegrasi.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia
Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan serta memperoleh data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan.
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KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di 
K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2018 DAN 2019

Deskripsi
Indeks SPBE 

2018
Indeks SPBE 

2019
Jumlah Predikat
“Baik” ke atas

Jumlah Predikat di 
bawah “Baik”

Penerapan SPBE Nasional 1,98 2,18 184 IP (31,51%) 400 IP (68,49%)

Penerapan SPBE Instansi Pusat 
(Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)

2,80 2,97 53 IP (73,61%) 19 IP (26,39%)

Penerapan SPBE Pemda* 1,87 2,07 131 IP (25,59%) 381 IP (74,41%)
*Catatan: 30 Pemda belum dievaluasi
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Indonesia pada Indeks UN e-
Government di tahun 2020 berada pada 
peringkat 88 meningkat 19 level dari
tahun 2018 berada pada peringkat 107

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

Sumber : UN e-Government Survey

Peringkat e-Government 
Indonesia di Dunia
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SPBE SEBAGAI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Dengan adanya kebijakan Work From Home (WFH), Instansi Pemerintah
menggunakan SPBE untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

01 02 03

Layanan Administrasi
Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Sistem Aplikasi e-office, 
Sistem Aplikasi Perencanaan, 
Sistem Aplikasi Penganggaran, 
Sistem Aplikasi monitoring 
dan Evaluasi, Sistem Informasi
Kepegawaian

Aplikasi komunikasi
dan kolaborasi

Video/Web Conference,
Email, Media Sosial,
Pengiriman Pesan
(messaging)

Aplikasi
pendukung lain

Presensi Mobile,
Penyimpanan Awan
(Cloud storage), Virtual
Private Network (VPN)

WFH menciptakan cara kerja normal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis, dan kolaboratif sehingga cara kerja normal 

baru tersebut perlu dipertahankan.
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PERCEPATAN SPBE

APLIKASI UMUM INFRASTRUKTUR TIK

APLIKASI UMUM

Koordinator:

Kementerian PANRB

Bidang
Kepegawaian

o Integrasi layanan 
kepegawaian antara BKN 
dan Instansi Pemerintah

o Target: 
Selesai Tahun 2020

APLIKASI UMUM APLIKASI UMUM

Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses
bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.

Bidang
Kearsipan

Bidang
Pengaduan
Masyarakat

o Integrasi layanan kearsipan 
dinamis

o Target: 
Selesai Tahun 2020

o Integrasi pengaduan 
pelayanan publik 

o Target: 
Selesai Tahun 2020

Koordinator:

Kementerian PANRB
Koordinator:

Kementerian PANRBKoordinator:

Kementerian 
PPN/Bappenas

Bidang
Penganggaran
Berbasis Kinerja

o Integrasi perencanaan, 
penganggaran, pengadaan 
barang dan jasa, kinerja, 
monev

o Target: 
Selesai Tahun 2023

Bidang
Infrastruktur TIK

o Pusat Data Nasional
o Jaringan Intra-Pemerintah

o Target: 
Selesai Tahun 2022

Koordinator:

Kementerian Kominfo

Aplikasi Umum pada Percepatan SPBE mendukung pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) 
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ASN secara efektif dan efisien.
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Kebijakan
Penanganan

Covid-19 Oleh 
Instansi

Pemerintah

Perekaman
Kinerja Instansi

Pemerintah

Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah

Dokumen Otentik

Digitalisasi Arsip

Sinergitas Gugus

Tugas

Koordinasi

• Sumber Pembelajaran
• Warisan Dokumenter

Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi sebagai bagian
dari penerapan SPBE

Pengelolaan arsip dalam
penanganan covid sebagai bagian
dari tanggung jawab Gugs Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19

Koordinasi, Monitoring, dan 
evaluasi pelaporan daftar arsip dan 
penyelamatan arsip penanganan
Covid-19 oleh ANRI1. Monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap implementasi SE

2. Menyusun pedoman tata cara digitalisasi arsip
3. Menyusun kebijakan teknis terkait penyelamatan arsip penanganan COVID-19 

pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

Upaya yang perlu dilakukan ANRI pasca SE Menpan RB No. 62/2020:

SE MENPAN RB NOMOR 62 TAHUN 2020
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Thank You
TERIMA KASIH

Kamis, 16 Juli 2020
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